
 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

 Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan 

Keuangan Beanja Daerah di Dinas Perhubungan Kota Padang dengan sistem 

pembayaran non tunai. 

1. Pelaksanaan transkasi non-tunai telah dilaksanakan secara bertahap di 

Dinas Perhubungan Kota Padang dimulai sejak tahun 2019. Implementasi 

transaksi non-tunai di Dinas Perhubungan Kota Padang dalam rangka pencapaian 

tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari 

implementasi transaksi non-tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, 

transparansi serta tertib adminitrasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transfer 

non-tunai yang dapat dipantau secara real time untuk kepentingan audit serta telah 

terciptanya kesesuaian antara pelaporan Buku Kas Umum dengan laporan 

rekening bank berdasarkan internet banking. Akan tetapi, pencapaian efisiensi 

belum dapat dicapai secara maksimal. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya 

dominasi dalam sistem lelang dalam belanja serta diperlukannya penghematan 

belanja lainnya. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke 

depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah 

yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan 

sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan 

daerah.   



 

 

2. Keuntungan penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja 

daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu Dinas Perhubungan kota 

Padang bisa melakukan mutasi keuangan dimanapun dan kapanpun; informasi 

saldo & mutasi dari seluruh rekening terdaftar; transaksi dapat dengan mudah 

ditelusuri; seluruh transaksi didukung bukti yang sah; lebih efektif untuk 

pelaksanaan  pembayaran; terjamin aman serta terjaga kerahasiaan; lebih praktis 

juga efisien; penyerapan anggaran akan lebih terkontrol; memudahkan dalam 

pemeriksaan oleh pihak pemeriksa dengan Surat Pertanggung Jawaban yang 

mudah ditelusuri ke akuratannya; pelaksanaan transaksi tercatat secara jelas dan 

real time; termonitornya proses transaksi oleh admin Bendahara Umum Daerah 

dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun menjadi lebih mudah 

1.2 Saran 

Untuk kelancaran dari proses pengelolaan keuangan secara non tunai pada 

Dinas Perhubunga Kota Padang, maka dari itu penulis dapat memberikan saran 

yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan secara non tunai terkhusu pada 

Dinas Perhubungan  Kota Padang yaitu : 

1.  Untuk Dinas Perhubungan Kota Padang diharapkan dapat selalu 

melaksanakan transaksi secara non tunai terutama dalama pelaksanaan belanja 

UP/GU/TU karena banyak sekali manfaat dari penerapan transaksi non tunai ini 

terutama dalam mengoptimalisasi pengelolaan keuangan belanja daerah pada 

Dinas Perhubungan Kota Padang. 



 

 

2. Untuk Bank BPD Sumbar diharapkan dapat membuat Nagari Cash 

Managemenpt (NCM) menjadi aplikasi base tidak hanya web base agar mudah 

untuk di akses/ digunakan oleh pengguna/ user.  

3. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sebuah sinergitas dari 

berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah terkhusus pada 

Dinas Perhubungan Kota Padang. 
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